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	ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja lembaga pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengelolaan zakat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan/amil zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 30 responden dengan teknik sampel jenuh. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja lembaga pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial prinsip akuntabilitas dan prinsip pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,045 dan 0,010. Sementara itu, prinsip transparansi, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,915; 0,487; dan 0,506. Namun, secara simultan seluruh prinsip Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh mampu meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
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1. PENDAHULUAN 
Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang bertugas menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kualitas tata kelola lembaga zakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana zakat secara profesional dan berkelanjutan [1].
Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya penghimpunan dana zakat secara nasional dari tahun ke tahun. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, penghimpunan zakat nasional pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp33 triliun, namun jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun, atau baru sekitar 10% dari total potensi zakat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat [2].
Rendahnya tingkat realisasi penghimpunan zakat dibandingkan potensi zakat nasional menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat masih menghadapi persoalan dalam aspek tata kelola organisasi. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya penghimpunan zakat adalah kurang optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada lembaga pengelola zakat. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem tata kelola organisasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness) dalam menjalankan kegiatan organisasi [3]. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu meningkatkan profesionalisme lembaga sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat [4].
Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan potensi zakat yang cukup besar. BAZNAS Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara efektif dan profesional. Akan tetapi, penghimpunan zakat di Kabupaten Bengkalis dinilai masih belum optimal apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim serta potensi ekonomi masyarakat yang ada. Data rekapitulasi pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan tersebut masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah muzaki juga mengalami naik turun dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bengkalis belum stabil.
Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan salah satu karyawan BAZNAS Kabupaten Bengkalis, diketahui bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui BAZNAS, karena penyaluran secara langsung dinilai lebih cepat dan penerima zakat dapat diketahui secara langsung. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat masih perlu ditingkatkan melalui penerapan tata kelola organisasi yang lebih baik. Lembaga zakat tidak hanya dituntut mampu menghimpun dana zakat, tetapi juga harus mampu memberikan laporan keuangan yang mudah diakses serta informasi penyaluran dana yang jelas kepada masyarakat.
Penelitian mengenai Good Corporate Governance pada lembaga pengelola zakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Irmawati dkk. menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap efektivitas distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene [5]. Penelitian Rahman dan Koesmawan menjelaskan bahwa implementasi PSAK 109 dan GCG mampu meningkatkan profesionalisme lembaga amil zakat [4]. Penelitian Muliansyah dan Hermawan menyatakan bahwa integrasi tata kelola syariah dan GCG mampu meningkatkan partisipasi donatur dalam lembaga zakat [6]. Meskipun demikian, penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara statistik dan terukur, dan penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Bengkalis, masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu juga lebih banyak berfokus pada aspek transparansi atau akuntabilitas saja, sedangkan penelitian ini mengkaji seluruh prinsip GCG secara menyeluruh terhadap kinerja lembaga pengelola zakat.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara parsial maupun simultan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada responden [7]. Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam rentang waktu bulan Februari 2026 sampai Juni 2026.
Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan/amil zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi yang berjumlah 30 orang dijadikan sampel penelitian karena jumlah populasi relatif kecil.
Data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu hasil pembagian kuesioner kepada responden, dan data sekunder berupa laporan keuangan lembaga pengelola zakat, dokumentasi, serta jurnal dan artikel terkait yang relevan. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”.
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas lima prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), pertanggungjawaban (X3), independensi (X4), dan kewajaran (X5), dengan kinerja lembaga pengelola zakat (Y) sebagai variabel dependen. Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya, serta data diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) untuk menguji pengaruh masing-masing prinsip GCG secara individual, uji F (simultan) untuk menguji pengaruh kelima prinsip secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%; H0 ditolak apabila nilai signifikansi < 0,05 atau t hitung/F hitung lebih besar dari t tabel/F tabel.
Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang relatif kecil (30 responden) karena mengikuti jumlah populasi karyawan/amil zakat dan UPZ di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, sehingga hasil penelitian ini bersifat spesifik pada konteks lokasi penelitian dan perlu kehati-hatian dalam generalisasi pada lembaga pengelola zakat lain.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari 30 responden menggunakan aplikasi SPSS versi 25, diperoleh hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Variabel
	Koefisien (B)
	t hitung
	Sig.

	Konstanta
	1,303
	0,384
	0,705

	Transparansi (X1)
	0,042
	0,108
	0,915

	Akuntabilitas (X2)
	0,828
	2,116
	0,045

	Pertanggungjawaban (X3)
	0,973
	2,799
	0,010

	Independensi (X4)
	0,356
	0,706
	0,487

	Kewajaran (X5)
	-0,268
	-0,675
	0,506


Sumber: Data diolah SPSS (2026)
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = 1,303 + 0,042X1 + 0,828X2 + 0,973X3 + 0,356X4 – 0,268X5
Nilai konstanta sebesar 1,303 menunjukkan bahwa kinerja lembaga pengelola zakat akan bernilai 1,303 apabila seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien regresi seluruh variabel bernilai positif, kecuali kewajaran yang bernilai negatif, dengan koefisien pertanggungjawaban (0,973) dan akuntabilitas (0,828) menunjukkan kontribusi terbesar terhadap peningkatan kinerja lembaga pengelola zakat.
Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	Regression
	570,280
	5
	114,056
	18,919
	0,000

	Residual
	144,686
	24
	6,029
	-
	-

	Total
	714,967
	29
	-
	-
	-


Sumber: Data diolah SPSS (2026)
Nilai F hitung sebesar 18,919 dengan tingkat signifikansi 0,000 (F hitung > F tabel 2,62 dan Sig. < 0,05), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini membuktikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelima prinsip Good Corporate Governance membentuk satu kesatuan tata kelola yang saling melengkapi, sehingga akan berjalan optimal apabila didukung oleh transparansi data dan kemampuan lembaga dalam mengambil keputusan secara efisien.



Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square

	1
	0,893
	0,798
	0,755


Sumber: Data diolah SPSS (2026)
Nilai Adjusted R Square sebesar 0,755 menunjukkan bahwa 75,5% variasi kinerja lembaga pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan oleh kelima prinsip Good Corporate Governance, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.
3.1. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, dengan nilai signifikansi 0,915 > 0,05 dan nilai t hitung 0,108 < t tabel 1,710, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua muzaki atau masyarakat mampu membaca dan memahami laporan keuangan secara detail, sehingga ketersediaan dokumen transparansi belum tentu memengaruhi minat atau kepatuhan mereka terhadap lembaga pengelola zakat.
3.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat
Variabel akuntabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, dengan nilai signifikansi 0,045 < 0,05 dan nilai t hitung 2,116 > t tabel 1,710, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya sistem pengawasan yang efektif melalui pemisahan kekuasaan antara lembaga pengelola zakat dan muzaki, yang meliputi pemantauan, penilaian, dan pengendalian manajemen guna memastikan manajemen bertindak untuk kepentingan terbaik para pemangku kepentingan. Hasil ini sejalan dengan temuan Febriansyah dkk., yang menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas mendorong terbentuknya fungsi pengendalian internal yang membantu meningkatkan kinerja lembaga [8].
3.3. Pengaruh Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat
Variabel pertanggungjawaban terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, dengan nilai signifikansi 0,010 < 0,05 dan nilai t hitung 2,799 > t tabel 1,710, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat yang kompeten, profesional, dan beretika mampu meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan organisasi yang sehat, sehingga meningkatkan kinerja personal maupun kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muaminah dan Pharadiansah [?], yang mengaitkan prinsip pertanggungjawaban dengan pelaksanaan tindakan berdasarkan nilai moral, etos kerja, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial.
3.4. Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat
Variabel independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, dengan nilai signifikansi 0,487 > 0,05 dan nilai t hitung 0,706 < t tabel 1,710, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil ini mengindikasikan masih terdapat pengaruh dari pihak atasan maupun pihak eksternal terhadap pegawai, sehingga pegawai mengalami tekanan baik dari dalam maupun luar lembaga dalam menjalankan peran, tugas, dan kewajibannya.
3.5. Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat
Variabel kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, dengan nilai signifikansi 0,506 > 0,05 dan nilai t hitung -0,675 < t tabel 1,710, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kewajaran, termasuk kejelasan hak muzaki dan kesempatan menyampaikan pendapat kepada lembaga, belum secara langsung memengaruhi kinerja pegawai, meskipun prinsip kesetaraan tetap berperan dalam mengatur pembagian peran dan tanggung jawab manajemen.
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, sedangkan prinsip transparansi, independensi, dan kewajaran secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Prinsip akuntabilitas berperan melalui terbangunnya sistem pengawasan yang efektif dalam pengelolaan dana zakat, sementara prinsip pertanggungjawaban tercermin dari kompetensi, profesionalisme, dan kepatuhan lembaga terhadap peraturan yang berlaku. Adapun tidak signifikannya transparansi, independensi, dan kewajaran mengindikasikan bahwa ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan secara langsung oleh pegawai maupun muzaki dalam konteks BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
Secara simultan, kelima prinsip Good Corporate Governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, dengan kemampuan menjelaskan sebesar 75,5% variasi kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip GCG membentuk satu kesatuan tata kelola yang saling melengkapi, dan hanya akan berjalan optimal apabila diterapkan secara menyeluruh dan didukung oleh transparansi data serta pengambilan keputusan yang efisien di tingkat kelembagaan.
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan lembaga pengelola zakat lain dalam memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh, meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan pegawai, serta mengembangkan sumber daya manusia yang profesional guna mendukung pertumbuhan kelembagaan zakat dan ekonomi Islam secara umum. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel dan lokasi penelitian agar hasil dapat digeneralisasi secara lebih luas.
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